
SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPANRINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TlMUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2.015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana

Desa Y'aJ."1.gBersumber dari Afiggatan Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 20] 7 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2018 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2017

Nomor 244);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Tndonesia 'T';.t hun 2014 Nomor 2093~;



Menetapkan
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 199/PMK.D7/2017

ten tang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap

Kabupaten / Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap

Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017

Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.07/2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50jPMK.07/2017 ten tang Pengelolaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2017

tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah

Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1971);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara

Repuhlik Jndcnesia Tahun 2016 Nomor 1883);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI KUTAI TlMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA

CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN

201~.

Pasal I

Deberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Tirnur

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa d-i Kabupaten Kutai Timur

Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasall0

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan

dari dari RKUDke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari RKUDke Rekening Kas Umum Desa

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana

Desa diterima di RKUD.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap I berupa Peraturan Desa

mengenai APBDesa dari Kepala Desa.

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap II berupa laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap III berupa laporan realisasi

penyerapan dan capaian outout Dana Desa sampai tahap II

dari Kepala Desa.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun

dianggarkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan

Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat

lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagai nama dimaksud pada ayat 92)

antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau

kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM desa Bersama,

embung, dan sarana olahraga desa sesuai kewenangan Desa.

(4) Pembangunan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa
atau BUM Desa Bersama.



pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa

kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses

rnasyarakat Desa.

PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI KUTAITIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAITIMUR,

ttd

lRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TlMUR TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabup ten Kutai Timur

K . kum,

Waluyo H ryawan, SH
Pembina TK. II IVb

NIP. 19670908 199403 1 003


